FPENETAPAN
Nomor 0046/Pdt P/2016/FA Bm
A Chan b B
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengddilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama telash menjatubkan penetapan dalam perkara yang
diajukan aleh:
Armrin bin |brahim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Ojek, tempat kediaman di RT. 016, RW. 006, Kelurahan Rabadompu
Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Pemohon |
Nurma binti Aksah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerfaan Mengurus Rumah Tanggs, tempatl kediaman o RT. D18,
EW. 008, Kelurahan Rabsdompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima,
sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama ters=abut;
Telah membaca dan mempelajan berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon |, Pemohon || dan para saksi di

parsidangan;

DUDUK PERKARA,

Bahwa Pemohan | dan Pemochon |l berdasarkan Surat Permohonannya
tertanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan register perkara Momor D046/Pdt B/2016/PABm, tanggal 28 Maret 2018
dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokcknya sebapai berikut:

1. Bahwa Femehaon | dengan Pemahon !l adalah pasangan suami istri yang

menikah secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2008
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berampat di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan

statuz Pemohon | adalah Duda cerai mati dan Pemohon || adalah janda cerai;

2. Bahwa yang menjadi wali niksh pads waktu pemikaban Pemohon | dengan
FPermohen IV adalah Anhar (Saudara Kandung kandung dari Pemohen 1), dengan
rmahar beru‘pa emas 1 gram dibayar tunai, dan yang berindak sebagai saksi-
sakai

. Muhtar,
Il.  Rukmini;

3, Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada saat melangsungkan perkawinan tidak
gda hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan
rerikah secara undang-undang dan syariat agama lslam,

4. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohen Il bertempat
tinggal di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima sampal
sekarang, dan telsh hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta
dikarurial 1 orang anak bernarma: Juraidin (L) umer 4 tahun lebih;

5. Bahwa atas pernikahan Pemohen | dan Pemohen [l tersebut hingga saat ini
tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon | dan Pemohon ||
masih baragama |slam;

§. Bahwa pemikahan Pemchon | dan Pemohon || tersebut belum memperoleh
hukii nikah, karena pemikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan
Agama Raba, sementars ini para Pemohon membituikan akia nikah uniuk
alasan hukurn dalam mengurus akta kelabiran anak dan keperluan |sin;

7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemahon | dan Pemaohon || mohan agar member

izin kepada Pemohon | dan Pemchon B uniuk mencatatkan perkawinan

Pemchen | dengan Pemohon || pada Kantor Urusan Agama setempat,

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara,
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemchon memchon kepada

Pengadilan Agama Bima agar menetapkan sebagai berikut:
Dalarm Petitum
A Primair
1. Mepoabulkan pemohonan Pemohon | dan Pemchon |I]
2, Menyatakan sah pernikahan Pemahon | (Amrin e lbrahim) dan Pemohon
Il {Murma binfi Aksah) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2006 di
¥elurahan Rabadmpu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Memerintankan kepada Pemohen | dan Pemochon | untuk mencatatkan
perkawinannya peda Kantor Urusan Agama setempat,
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
B. Subsidair
Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adinga berdasarkan
perimbangan hakim;

Banwa, pada har persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemchon || masing-masing datang menghadap sendini di persidangan, kemudian
dipacakan =urat permmohonan para Pemohon yang maksud dan fujuannya tetap
diperiahankan oleh para Pemehar;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-datipemohonannya, para Pemahon telah
mengajukan bukti surat dan 2 (dua) crang saksi berupa:

1. Bukl Surat:
1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Amnn, bukt P.1;
1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurma, bukti P.Z;
1.3. Folokopi akia ceral atas nama Numma, bukti P.3;
1.4, Asli surat keterangan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba

tentang pemikahan Pemohon | dan Pemohon || tidak tercatat, bukti P 4;
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1.5. Asli Surat kematian atas nama Muraini, buktl P.5:

1.6. Folokopi Karlu Keluarga ayas nama Amrin, bukfi P.3:

Bukti Saksk

Saksi |

Anhar bin Aksah. Di bawah sumpah sesuai dengan agamanya,
secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
adalah sebapal berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sehagai

adik kandung Pemohon ||

Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan Pemohon | dengan
Permahon |I;

Bahwa saksi mengetahui Pemochon | dan Pemehon Il tel=h
menikah pada tanggal 17 Juni 2006 di Kelurahan Rabadormpy,
Kecamatan Raba, Kota Bima di rumah orang tua Pemaohaon [i;
Bahwa yang menjadi wali nikah saksi sendin, menggantikan
bapak kandung Pemchon Il karena ketika ity sakit slroke, fidak
bisa bicara dengan jelas dan kesadarannya berkurang:

Bahwa yang mengakadkan pernikahan Pemohon | dan Pemahon
It adalah saksi sendir:

Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pemikahan Pemohon |
dan Pemohon Il adalah Muhtar dan Mukhlis;

Bahwa ketika menikah status Pamohon | duda mati dan Pamaohon
|l janda cerai;

Bahwa mahar yang dibayar dalam pemikahan Pemohon | dan
Pemohen || berupa emas 1 gram dan sudah dibayar;

Bahwa antara Pemohoen | dan Pemohon Il tidak ada hubungan

mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
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Saksi I

Bahtwa pada saat pemnikahan tidak dihadiri oleh Psfugas
Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pemikahan Pemohon |
dan Pamahon || belum tercatat;

Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohoh |l mengesahkan
pemikahannya untuk memperoleh bukue nikah guna mengurus
akta kelahiran anak;

Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dan Pemahan Ii:

Bahwa Paemahon | dan Pemehen H telah mempunyai 1 orang

anak;

Muhtar bin Arsyad. Di bawah sumpah sesuai dengan agamanya,

secara terpisah saksi membesikan keterangan yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai
adik kandung Pemchon ||;

Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan Pemohon | dengan
Femchon IE;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohen Il telah
menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan
Raba, Kota Bima di umah orang tua Pemohon II;

Bahwa yang menjadi wali nikah Anhar bin Aksah, Saudara |laki-laki
kandung Pemchon I, menggantikan bapak kandung Pemahon |
karena ketika itu sakit stroke, tidak hisa bicara dengan jelas dan
kesadarannya berkurang;

Bahwa yang mengakadkan perikahan Permohon | dan Pemohan

Il adalah Anhar bin Aksah:
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Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemchon |

dan Pemohaon Il adalah Muhtar, saksi sendiri dan Rukmini:

Babwa Rukmini adalah saudara perempuan kandung Pamchon I
Bahwa ketika menikah status Pemohon | duda mati dan Pemohen
Il janda cerai:

Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemohaon Il berupa emas 1 gram dan sudah dibayar:

Bahwa antara Pernohon | dan Pemchen i fidak ada hubungan
mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadivi oleh Petugas
Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pemikahan Pemohon |
dan Pemohon I belum tercatat;

Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemchoh Il mengesahkan
pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna meangLns
akta kelahiran anak;

Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang
keberatan atas pemikahan Pemohon | dan Pemohon 11

Bahwa Pemohon | dan Pemochon I telah mempunyai 1 arang

anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tarsebut, Femchon | dan Pemchon 1l
menyatakan, yang menjadi saksi nikah adalah, benar Muhtar dan Rukmini binti
Aksah, Rukmini merupakan saudara perempuan kandung Pemchon |,
sebagaimana keterangan saksi Muhtar;

Bahwa pada akhimya para Pemohon menvatakan tidak akan mengajikan
keterangan dan bukii-bukti lagi dan memberikan  kesimpulan tetap pada

pemmahenannya serta mohon dijatuhkan penetapan:
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu
tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah
sebagaimana terzabut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemahan |
dan Pemaohon Il telah hadircﬁhers.idangan. dan telah memberkan keterangan
secLikupnya disertal bukti-bukti sebagaimana termuat di atas:

Menimbang, bahwa para Pemchon untuk mmenguatkan  dalil-dalil
permaohanannya telah mengajukan bukii surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, buks surat yang diajukan oleh para Pemohon benipa P.1 sampai
dengan .6 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal
mana sesuaj dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 1985

Menimbang, bafwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan para Pemaohon
adalah pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh
karenanya harus dinyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan
mengadili perkara a8 gua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemchon Il adalah berstatus janda
ceral, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukii P4 pemikahan Pemohon | dan
Pemohaon |l tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, kota
Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 istri Pemohon | telah meninggal

dunia dan Pemohon | berstatus sebagai seorang duda mati;
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Menimbang, behwa berdasarkan bukli P.6 Pemochon | dan Pemohon telah
terdaftar sebagai keluarga dengan Numma sebagai istd dan |kbar =ebagai anak.
Oleh karena antara bukfi P.6 tidak terdapat kesamaan dengan nama anak
Pemohon | dan Pemohon Il yang tersebut dalam dalil posita pemrmohonan, maka
bukti terseb® dikesampingkan:

Menimbang, bahwa halhal yang digjukan oleh para Pemohon menaenai
hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan
dikuatkan aleh 2 (dua) orang =aksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan
secara terpizah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana
terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua erang saksi telah terpenuhi
unsur buktl saksi baik secara formil dan materiil, akan tetapl dan keterangan dua
orang saksi tersebut, antara saksi pertama dan saksi kedua terdapat pertentangan
ketika memerangkan saksi nikah. Dari keterangan saksi pertama didapat suatu
fakta, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang lakidaki, sedangkan dari
keterangan saksi kedua didapat suatu fakta, yang menjadi saksi nikah adalah
seorang laki-laki dan seocrang perempuan. Atas keterangan kedua saksi tersebut,
baik Pemohaon | dan Pemohon telah menyatakan benar apa yang diterangkan oleh
saksi kedua, yang menjamdi saksi nikah antara Pemaohon | dan Pemohon [l adalah
seorang laki-laki yang bemama Muhtar bin Arsyad dan seorang perempuan yang
bemama Rukmini binti Aksah, saudara perempuan kandung Pemochon Il Oleh
karenanya keterangan antara saksi pertama dan keterangan saksi kedua saling
bertentangan dan tidak saling menguatkan, dan kedua =aksi =aling berdin sendin.
Hal mana lidak sesual dengan maksud Pasal 308 dan 202 R.Bg.;

Manimbang, bahwa karena keterangan saksi kedua yang dibenarkan oleh
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Permcheon | dan Pemohon ||, tentang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemochon || adalah seocrang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karenanya |
pernikahan tersebut tidak terpenuhi rukun nikah dalam hal saksi, Sebagaimana
Pasal 25 Kompilasi Hukumn Islam disyaratkan saksi adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa cleh karena para Pemohon tidak mampu membuktikan
jpemihahanr:ya sesyai dengan syarat dan rukun fikah sebagal mana makstd Paszal
2 ayai 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam fﬁdang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide:
pasal B8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Momor
50 Tahun 2008) yang jumlahnya akan disehutkan dalam amar penatapan ini;

Memperhiatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini,

MEMETAPKAN
1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemaohon IF
2. Mermbebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumiah Rp

231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu upiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada harl Kamis, tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggsl 20 Rajab
1437 H. oleh kami H. ahmad Gani, 5.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad
Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarok, masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis. Penetapan tersebut pada han itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota terssbut,

Hal. § dari m.'w;;."Peua’apan Mo 0046FN PR0TEFA Sm.
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